
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN__iAMBAHAN 
UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

DEI{GAI{ RAHMAT TUHAI\I YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI KATINGAN,

bahwa sesuai Ketentuan Pasal 20t Peraturan Menteri

o"r"* Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang Pedoman
pengelolaait Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
den[an peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2OL1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
put"* Negei Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaa-n Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu

men"etapkan Besarin uang persediaan (uP) dan Ganti

Uang Persediaan (GUP);

bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat
permintaan Pembayaran uang Persediaan (SPP-UP) dan

Surat Permintaan Pembayar€m Ganti uang Persediaan

lSff-CUf) dalam Pelaksanaan Anggaran Peldapatan dan

b"f"":" Daerah Tahr,rn Anggeran 2A16 hTq" 3esuai
deng; kaidah-kaidah Pengelolaan Kerrangan Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 20 15

tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti

Ufu ?., Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat
paerlh di Lingkungan Pemerintah Kabupalen Katingan

Tahun Anggaran dan Peraturan Bupati Katingan Nomor

35 Tahun i-Of S tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Katingan Katingan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran

U*gf Mekaniime Ganti Uang dan Tambahan Uang

Satu1n Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

F"*"ri"t"t, iiabupaten Katingan Tahun Anggaran sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan'

dikarenakan pagu anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang dius:ulkan ""ti"p 
tahun nilai yang ditetapkan

terbeda untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

b.

c.

d.



Menglngat 1. Urdang-undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dryr Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepostisme {kmbaran Negara

nepuutlt Indoaesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negare Republik Indoaesia Nomor 3851);

2. UcdanSundang Nomor 5 Tahun 2ao2 tentang
Pembentukan l(abupatea lktingan, Kabupatea Sert4ran,

Kabupa.ten Sukamara, Kabrrpaten Lamandau, Kabupaten
Guaung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupatea
Murung Raya dan Kabupatea Barito Timur di Provinsi
falimantan Tengah (LembaraE Negara Republik Indonesia
Tahun 2oa2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a18O);

3- Undang-undang Nomor 1 Tahua 2ao4 tentang
perbendaharaan Negara $.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indoaesia Nomor a355);

4- Undang-uadang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang
Perirnbangan Keuarrgan antara Pemerintah Pr.rsat dan
Pemerintahan Daerah {trrmbaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2aB4 Nomor 126, Tambahas fumbara:r
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

5. Undang-Unda_ag Nomor L2 Tahun 2olL tentang
Fembentr:kan Piraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2o1L Nornor 8,2,

tarnurran kmbaraa Negara Republik Indoaesia Nomor
523a l;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2at3 tentaag
Keuanfan Negara frmbaran Negara Repullik Indonesia
Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahaa Lenbaraa Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

7. Undang-undang Nomor 23 Tatrun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerah firmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iadonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah behrapa kali terakhir, deagan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2a75 tentang Perubahan Kedua
Atas uadang-undang Nomor 23 Tahua 2al4 tentang
Pemeriatah Daerah { kmbaran Negara Reupblik
Indonesia Tahua 2aL5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

g. Peraturan Pemerintah Nolaor 58 Tahun 2OO5, tentang
Pengelolaan Keuaagan Daerah $,embaran Negara

RepiUtit Indonsia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578l;

9- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabtrpaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2aa7 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737 l;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OA8 tentang Pembagian urusan Pemerintah yang



merljadi Kewenangan Pemeriatah lfubupaten Katingan
(kmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8

Nomor 3 |;
11. Pemturan Daeratr Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun

2AL5 tentang Perrrbahan Kedua Atas Peraturan Daerah
I(abupaten Katingan Nomor 4 ?ahun 2oo8 tentang
Orgariisasi dan ?ata 16eqa Sekretariat Daerah dan
sekretariat Dewan Perwakilan Ralryrat Daerah Kabupaten
Katiagan (kmbaran Daerah Labupaten Katingan Tahun
2015 Norror 52 Tambahan kmbaran Daerah l(abupa.ten
I(atingan Nomor 231;

12. Peraturaa Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahua
2015 teatang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daeratr
Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 5 Tahun tentang
organisasi dan Tata Kerja Inspkf,omt Dinas Daerah

{l-embaran Daerah Kabrrpaten Katingan Tahun 2015
ilo*ot 53, Tambahan Lenbaran Daerah Kabupaten
Iktingan Nomor 24);

13. Peraturan Daeral. Kabupaten l{atingan Nomor 8 Tahun
2015 teatang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ifutingan Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
perencanaan Pembangunan Daerah dan Ienbaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah l(abupaten Ifutingan 2015
Nomor *, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupatere Katingan Nomor 1O Tahun
2A15 tentang Anggaran Pendapatan daa Belaqia Daerah
Taleun Anggaran 2AL6 {Lernbaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2aL5 Nomor 56 Tarnbahan Lembamn
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27|;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ?ALl
tentang Perubahan Kedua atas Peraturare Menteri Dalalu
Negeri Nomor !.3 Tahun 20A6 tentang Pedoman
Peagelolaan Ketrangaa Daerah;

16. Peraturan Melrteri Keuangaa Republik Indooesia Nomor
L62/PldK.O5l2O13 tentang Kedudukan dan
rangsungiawab Beadahara pada satuan Kerja Pengelola

Anggaran Pendapatan dan Belaaja Negara;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN UANG

PERSEDIAAN, MEKA}NSME GANTI UANG DAN TAMBAHAN
UANG SATUAN KER.IA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN .

Menetapkan



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirtaksud dengan :

1. Bupati adalah BuPati ltutingan'

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yarrg selanjutnya disinglat SKPD adalah

perangkat daerah I"a" pmerintah -daerah setraku pengguna anggar€rn I
penguna barang-

3. Uang Persediaa.n yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kgrja

den{an juglah tertentu y"rrg b"rsrfat pengtsian kembali {revolving} diberikan

ke$da Lendahara untuk membiayai kegiatan olrerasronal kantor

*"ir*"i-fr*ti yalrg ddak Japat dilakukan dengan pembayaran langsung' 'z

4. Surat Permintaag Pembayaran Uang Persedia,an yang selanjutnya disinglat
SPP-UP adalah dokumen yang di4iukan oleh beadahara pengeluaraa uatuk
permintaan .r"*g muka terja yang bersifat_pengtsian kembali {revolving} yang

La"t dapat aiUtutan dengan pembayaran langsung' /

5. Surat permfurtaan pembayaran Ganti Uang Persediaan yareg selanjutrrya

disingt<at SPP-GU adalah dokumen yang di4iukan oleh bendahara

p"r.gJlr"t n uatuk perraintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat

alakutan dengan pembayaran tr'angsung'z

6. Surat Permiataan Pembayar:an Tambahan uang Persediaan yang sglanjulnra
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh beadahara

p"rrg"Lrrrro urtuk permintaan tambahan uang prsediaan guj}a

melaksanakan kegiatan- SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat

diguaakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaaa' z

7. Pembayaraa Laagsung yang selanjutrrya- disebut Pembayaran LS adalah

pembayaran S":i aair Lf"fr' Pejabat Pelaksaaa Teknis Kegiatan untuk
pembayaran f.p"a" Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau

surat Perintah Kerja lainnya d"ttg* jumlah, penerima, trreruntukkan dan

walrtu PembaYaran- z

BAB II
MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(11 Up belum membebani anggaran daa bersifat imprest furrd {berjumlah setralu

tetap) Pada setiaP Priode.

{21 uP dapat diguEakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yal}g
a ' ditetapkan .rot rt dibayar dengan mekanisoe uang persediaan'

t3l Kepala SKPD menerbitkan SPP-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan

kndahara Pengeluaran-

(4) Elerdasarkan surat Periatah Membayar {sPM} - Uang Persediaan dimaksud,

Kua,sa Bendahara Umum. Daerah meaerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana {SP2D} untuk rekening bendahara pngeluaraa yang bersangkutan'

{5} peagguaaan uang Persediaan {uP} menjadi tang$ngiawab bendahara

pengeluaran.

{6} Bendahara peageluaran melalnrkan pengisian kem.bali Uang Persediaan {UP}

setelah U61|g iersediaan (UP) dimaksud digunakan {revolving} sepanjang

masih tersedia dana dalam DPA-SKPD'



{71 Bagi bendahara pengeluaran yang oleh beberapa bendatrara

peng.luaran fi*irltu dalam *"rrg4ur."n sPP-uP diwajibkan melampirkan

daftar rincian yang rnenyatakan 3umtatr uaag yafrlg dikelola oleh masing-

masing beadahara pengeluaran pembantu'

(s) Datac rangla pengisian kas aasiag-masing SKPD pada awal tahun

anggaran, -bendaham pengeluaran Eanlatau beldalrara pengeluaran

pembantu dapat mengajukan penerbitan SPP-UP kepada pengguna

anggaran/kuasa penggtma €urggaran melalui Pejabat Penatausahaaa

Keuangan - Satuarr ffurj" Peranglat Daerah masing-masing

t9) SPP-UP diqiukan hanya pada awal tahun anggaran'

{1O} Uang Persediaan {uP} tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yal}g

meau:rrt Ketentuan perundangan-uadangan harus diajukan-d"tg"tt Spr-m' /

{11} Besaran Uang Persediaan-tUP} pada
pagu Belanja Barang darr Jasa
Petaksanaan Anggaran {DPA} SKPD'

{12} Uang Persediaan (uP} dapat dikrikan setinggi-tingginya 1lL2 dari total

belanja rrrrg*g u"t"i"r, dikurangi belanja mdal dan belanja barang dan

jasa sKpD:;hfrrsg* diharapkar masiag-masing 5KPD :niaimal 1 tsatu)

bulan sekali dapaimenga$ukan Ganti Uang Persediaa (GUA.

{13} Bila ada kelebihan atas penggunaa-n Uggrg Persediaan {UP}/Ganti Uang {GU}

di SKpD kndahara p*trg.6'* wajib menyetor kelebihan tersebut ke

rekening Kas Daerah *iU*t r* tanggal 31 Desemkr tahun berkeaaan'

(14) Setoran sisa uaag Persediaan {uP} Ganti uSog {cu} dimaksud pada ayat {1} '
dibukukan pejab?t Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengembalian UP

Ganti Uang {GU} sesrrai rekeaing yang ditetapkan'

{15} Besaraa uP setiap SKPD sebagaimana tercaatum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.

BAB NI
GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP}

Pasal 3

peagisiaa kembali uP melalui mekanisme Ganti uang {GU}t diberikan apabila

danauP Ganti u"rrg (GU) telah dipertanggungiawabkan dari total uP Ganti

Uang (GUl YanS diterima"

Untuk rrrengUrangi permintaan Tambahan Uang Persediaan. {TUP}' maka

SKpD dapat *"nIdrt"o Ganti Uang {GU} lebih dari 1 tsatu} kali dengan

ketentuan dana ii* melebihi dari- Surat Penyediaan Dana 1SPD) pada

masing-masing SKPD-

penggantian uP diajukan ke Bagian Pelkndaharaan dan Kas Daerah

Sekretariat Daerah icabupaten Katingan de'1gan SPM-GU dilampiri Surat
pern5rataan tanggungiauraa (sPrB) aul}_ rot*opy Surat setoran Pajak (ssPl

y"rg ail"galisir iTeh frepala SKPD uatuk transaksi yang menurut ketentuan

ir*I* dipungut Pajak pirtamUatran Nilai dan Pajak Penghasilan'

pada alfiir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan mengajukan

spP-GU Nihil kepada eengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
menerbitkan SpU-CU Nihil dan Eaj"k , ke Bendahara Umrrm Daerah

untuk diterbitka:r Surat Perintah Peaca.ira:r Dana Ganti Uang Nihil

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluamn kepada satu

;k ,,; atau pifrk ietiga tidak boteh metebihi Rp.s5.ooo,ooo,- {Lima Puluh

Lima Juta n rpirftl kecuali untuk pembayaran honor'

SKPD ditentukan berdasarkan jumlah
pada Belanja Laagsung Dokumen

IU

{2t

(31

(4)

(5)



(6) Untuk mengurangi Permintaart
SKPD dapat meagajukaa Ganti
ketentuan dana tidak melebihi
masing-masing SKPD-

Tambahan Uang Persediaan {TUP}, me"l<a

Uasg (GU) lebih dari 1 (satu) kali dengaa
dari- Surat Penyediaan Dana (SPD) pada

BAB TV

IUEI{ANISME PEMBAYARAN I-ANGSUNG {LS}
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1}DalampengqiuanperqataanpmbayaranPerjalananDinasmelalui
meka.nisme 

-#*U"y** langsung tl^Slr diharapkan masiag-mas*rg- SKPD

dapat memperhatikan uerrg?api 6*;i*- pengajuan. Kelenglapan berkas

tersebut antara lain surat frrg.*, Surat periatah Perjalanan Dinas (SPPD)

yrrg sudah-di validasilaitanaatangan, Lapora:r Perjalanan Dinas, Reacarla

Aaggaran Biaya AAB) dan tidak diftrkenankan menggunakanlmelampirkan

Surat rerayailan Riil'tetapi metampirt<an bur*i pendukung di lapangan'

(21 Apabila SKPD tidak dapat memenuhi persyaratan seperti ayat (1) tersebut'

maka permintaan peng4iuan pmbayaran tidak dapat diproses lebih lanjut'

BAB Y
TAMBAHAN UANG {TU} UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

tu syarat untuk mengajukan Tambahaa uang {TU} diatur sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat meadesak/tidak dapat

ditunda;
b. Diperguaakan untuk membiayai kegiatan yalrg akan dilaksanakan'

bukan unhrk membiayai kegiatan yang sudah bedalan lebih dari 1 {satu}

minggu;
c. Digunakan paling lama 1 {satu} br-dan sejak tanggal surat Periatah

Pencairan Dana diterbitkan;
d. Apabila tidak habis digunakan -dalarn 

1 {satu} bulln, rnaka sisa dana

yang .a. p"a" bendahia pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas

umu,,r daerah selambat-tamUatrrya 6 {eaam} hari setelah kegiatan selesai

dilaksanakan;

e. Apabila sampai deagan batas waku sebagaimana dimaksud huruf c sisa

Tambahan ,ir11g g[1 *t m disetorkan ke rekening kas umum daerah'

maka permintaan'GU selaajutaya tidak dapat diproses SPD-nya;

f. Permintaan Tambahan uang Persediaan {TtIP} dilakukan untuk
pembayaraa deogan pertimbangan batrwa kegiatan yallg dilaksanakan

hanya'1 {satu} dri ain bukan merupakan kegiatan yang sifatnya rutin

dilakuka; sedap tahua (kegtatan tahunan)'

tzl Dalam pengajuan perrrrintaan Tambahan uang (TIJI, bendahara peageluaran

urajib meaYamlraikan :

a. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Peaatausahaan

feurngao l$"q, ee;1aaf,ara Pengeluaran da1r Pengguna Anggaran, SYd
p"rr.y.:t"ro' tersebut *"rr"t t{k"rt posisi saldo. }t. terakhir dan

taJlgguIlgiawab penggunaafl dana tidak melewati batas wakfir yang

diteahrkan;
b.RekeningKoranyangmenunjukansaldoalrhir;



t3)

(4)

c. Surat pernyataan dari SKPD tentaag penggunaan dana Tambahan uang

Persediaan ffUP);

d. Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Dana Tanbahan uang ffu) yang sudah dipertanggungiaw3bl5an, SKPD wajib

menyampaikan Suraipernalntaan Pembayaran I Surat Perintah Membayar

Tambahaa u"rrg ;ihil untuk diproses tiUifr hnjut dan diterbitkan Surat

Perintah Peacairan Dana (SP2D) TU Nihil'

I(riteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam

ayat2 huruf (a) Yaitu :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari alrtivitas Peraeriotah Daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. sifatrrya tidak biasa atau tidak diharapkan kntlang seperti :

1. Penanggulangan bencana alam;
2. Bencarea *oriil yang tidak diprkirakan sebelunnya.

c.Digunakanpalinglama.rtsatu}b.,lTsejaktanggalsPdPeriatah
pencairan Dana diterbitk; auIl bendahara pengeluaran wajib

nnempertanggungi awabkan terhadap realissi dana sesuai ketentuan yang

krlakr.r tentang Tarnbahan Uang ffu)'

Pengajuan prrintaan Tambahan uang Persediaan rn'P) lebih dari

Rp.5OO.OOO.OOO,- {Lima Ratus Juta Rupi"h} harus mendapat persetujuan

Bupati Kafingan- r'

Masing-masing SKPD di Lingkungan l{abuplten Katingan aga6 lebih selehif

Jdu*-p*rrsr*I*1ir1l peageblaan-keuangan dan diharapkan untuk kegiataa

;fi" V"treldi1.k*r,,rk"r setiap ta6un lapat-memaksimalkan 
penggunaan

dana melalui mekanisme canja uang Persediaan {GUP} dan Per:rbayaran

Langsung {I,S)-

Batas maksimal jumlah uang tunai yang diprkenqF 
. $simpan pada

branka.s uenaauara pengeluarin sebesar Rp. 35.ooo-ooo,- {tiga puluh lima

juta rupiah). oJam'tJjumfafr uang tunai yang disimpan pada brankas

berrdahara peagehraran tersebut, agar. dibuat berita aLcara ymtg

ait oa.t os"t i Jeh Beadahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan

Keuangan {PPK)-

BAB VI
KETENTUAN I"AIN

Pasal 6

tu SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban (sP4 dengan
!-' 

&pat *rtti *tiap buian p.lias lambat tanggal 1o bulan berikutnya;

(2t Latrroran Pertanggungiawaban sebagaimana tersebrrt di atas, apabila tidak

disampaikaa secara tepat walcfu i"t " penyaluran UP/Ganti Uang tGUl /
Tambahan uang fru) selanjutnya tidak dapat disalurkan.

BAB \III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Deagan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan

Nomor 7 Tahun 2OL4 telltang Besaran uang Persediaan satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkuagan pemJrintarr Kabupaten Katiagan Tahun Anggaran 2Ot4

{5}

t6)

{71



daa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2Ot4 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2At4 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan
Xerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten l(atingan Tahun
Anggaran 2A!4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lpg'

Pasal 8

Peraturan Bupati iai rnulai berlaku pada tanggal diuadangkaa.
Agar setiap orang dapat meagetahuinya, memeriatahkan pngUndangan
peraturan Bupati Li airrg.rr trrerrempataanya dalao Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

- )olb

H. AHMAD YANTENGLIE

di l(asonean
tX - A-Zorb

RAH KABI.JPATEN I(ATINGAN,

MKODEMUS
BERITA DAERAH KABI,'PATEN KATINGAN TAHUN 2U^16 NOMOR 2"4

Diundangfuan



LAMPIRAN

NOMOR

TENTANG

PEftATU RAH BUPATI (ANNGAN

3o TAHUN 2015
PERATURAN BUPATI (Alti{GAN IET{TANG BESARAN UANG PERSEDIAAIT, MEKANISME GANTI UANG

DAiI TAMEAHAN UAT{G SATUAN KER'A PTRANGI(AT DATRA}I DI UNGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN

TABTL
PERHTruNGAil UANG PERSEDIAAiI (UPl

TAHUI{ ANGGARAN 20{6

to srrutr BA PrBtrerrr mll ISpDl PA6UETf,XTArcTTG
Gtxlm rrtiif,

lls It €u-tp rr.bt lDlc{*aal
liiElEilirii

Dine Rrdidih sa0a5,286gD.Xt c,-st13t2-ffi,fr 6.{Bt 1/i-A'L{D sirgrll-IEll2 5rEr6.0.0 Im*i1il
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3 RSIID ,|tv,E,Ss,,.sn0 tjlzEr.lnfl7.fi 17lGIEllIILm :tr550L:xB.1B :drEd,-Et-o frrill
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